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NOMOR : 23 TAHUN 1999
TENTANG :
RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997

tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka Retribusi Ijin Mendirikkan Bangunan perla
disesuaikan ; ’ ‘

. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud

huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu
Peraturan Daerah. ‘

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pewmerintahan
. Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara

Tahun 1950},

Undang-undang Nomor S Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209j;

1. Undang ....
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18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribuisi Daerah (Lemb- ran Negara Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Lenﬂ)a_m_n Negara Tahun 15)8? Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3258);

:/ Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Dacrah {Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3692);

7. Peraturan 11 Dalam Neoeri Nomor 4 Tahun 1997 tentan

i afuran Mo \,\. kN u.um AN S A

Penvidik %—’ega‘wm Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

& Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Proscdur Pengesahan Peraturan Dacrah tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

11, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Pedowan Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daeraly;

12/Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan
Tingkat II;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 4
Tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan Penyidikan terhadap
Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana;

- - —

Tahun ,1_91 tentang UIg&IllS&Sl dan Tata Kexj a Dinas Bangunan

14, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 6
T 8
Kabupaten Daerah Tingkat Il Cianjur.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

TY N

Kabupaten Daerah Tingkat 11 Cianjur



Menctapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIANJUR TENTANG RETRIBUSI IUIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Y]

2. 0

. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat I Cianjur;

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat

11 Cianjur;

. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 1T Cianjur;

. Wilayah Daerah adalah Wilayah Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat 11 Cianjur;

. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat ii Cianjur;

Dinas Bangunan adalah Dinas Bangunan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Cianjur;

. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii

Cianjur;

. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang mcliputi perscroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara atau dacrah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atan
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha
tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

— W Py
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angunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau
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ardan fermasnk merubah bangunan
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k. Perijinan ...
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6_ adlam  ran gk pemberian ijin ke pa.ia orang dan atau badan
hukum yang dimaksud untuk pembmaan ‘pengaturan

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ra
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau
F oSy By PRy N | e

tasuitas tertentu guna melindungi kepentingan wumum dan
menjaga kelestarian hngknngan;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah vang selanjutnya disingkat

SKRD adalah Surat Keputusan . yang menentukan besarnya
]‘L‘lmxcul Rctribus 1 yang 1\_1‘lltallg,

m.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang

e

e

merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dart Pemerintah

)

Retribusi Daerah yang selanjuinya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi
administrasi bcrupa bunga dan atau denda;,

. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang

menggunakan atau menikmati pelavanan jasa usaha vang
bersangkutan;
. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
asarkan peraturan perundang-undangan retribusi;

Do B 1Y

Penyidik tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti vang dengan bukti itu
membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangka.

BAB 11
PERIJINA

Pasal 2

3..

Setiap orang pribadi

an ataun badan hukum yang akan
mendirikan bangunan harus mendapatkan ijin dari Kepala
Daerah.

{2) Tata ....
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(2) Tata cara pengajuan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB III
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, dipungut

S,

retribusi kepada setiap orang atau badan yang meimerlukan jasa
pelayanan ijin mendirikan bangunan.

PERLEXNLESE ) Hipterasil

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian ijin mendirikan bangunan
kepada orang pribadi dan atau badan hukum.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang
memperoleh ijin mendirikan bangunan.

Pasal 6

Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atan badan hukum vang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi.
BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7

Retribusi [jin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi

Perijinan Tertentu.
BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Ijin Mendirikan Bangunan diukur dengan
rumur vang didasarkan atas faktor, lnas bangunan, konstruksi
fungsi (rencana penggunaan bangunan) dan indeks lokasi.

BAB VI ...
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Retribust Hin Mendirikan Ban gunan adalah

survey ianan

y dan penelitian
yelaksanaan
nggunaan serta
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(KLB) dan Koefisien

STRUKTUR DAN BEESARNYA TARIP

Pasal 10

usi ditetankan

struktar besarnva tarip retrib D

;_f

Bangunan vang menggunakan tarip dasar

Kecamatan-kecamatan  © Cianjur, Cilakn,
Warungkondang, Ciranjang, Karangtengah, Mande,
s (i i dan Sn !{anyu.

RS %> 5

X TARIP :

i o - 5 DASAR
P o 3] % D .4 M 4.8 M 8 M

i, DR Si ; ! i |

& i & : : | ! : ;
i INDEKS | INDEKS

| 1,3 i,5 Rp.

0.5 i i Rp. 520,006 Rp. 600,00 | 800 .

| i i |

! | i

1,8 URSI 0 1 I | RP.1,200,00 Rp.1.440,00 | Rp.1.580,00 | Rp.1.800,00 | 800 |

i i H i i i ;

' , ; | .

i 1 RP2.000.00 Rp2.400,00 = Rp.2.600,00 Rp.3.000,00 | 800 3

! t i ; |

A 3 I | RP.2.550,00 | Rp.3.060,00  Rp.2.315,00 | Rp.3.825,00 | 850 ;




~J

0,5 KONS‘I;RGKSI 1,2 I RP. 480,00 Rp. 576,00 Rp. 624,00 | Rp. 720,00 800

1,5 | KONSTRUKSI | 1,2 it RP.1.440,00 | Rp.1.728,00 | Rp.1.872,00 | Rp.2.160,00 800
i

2,5 | KONSTRUKSI | 1,32 n RP.2.400,00 | Rp.2.880,00 | Rp.3.120,00 | Rp.3.600,00 800
m

3,0 KONS“};?UKSI 1,2 I RP.3.060,00 | Rp.3.672,00 | Rp.3.978,00 | Rp.4.590,00 850
1

0.5 KONST;RUKSI 1,5 I RP. 600,00 | Rp. 720,00 Rp. 780,00 | Rp. 900,00 800

1,5 | KONSTRUKSI | 15 I | RP.1.800,00 | Rp.2.160,00 | Rp.2.340,00 | Rp.2.700,00 800
I

2,5 | KONSTRUKSI | 1,5 ol | RP.3.000,00 | Rp.3.600,00 | Rp.3.900,00 | Rp.4.500,00 800
it

3 KONSTRUKSI | 1,5 M | RP.4.050,00 | Rp.4.860,00 | Rp.5.265,00 | Rp.6.075,00 900
v

; BIAYA IMB = LUAS BANGUNAN X INDEKS KONSTRUKSI X INDEKS FUNGSI X INDEKS LOKASI X TARIP DASAR

2. Untuk Wilayah Kccamatan-kccamatan Pacct, Cugcnang dan
Sukaresmi.
TABEL TARIP BIAYA
LEBAR JALAN T ARTP
N IN | FUNG DASAR
pex | KONSTRUKSI | ppy pho 0-2 M 2.4M 4.6M >6M
s s
IEDEKS IEDEXS IEDEKS INDBHS
1 1,2 1,8 1,5 Rp
0,5 | KONSTRUKSI 1 1 Rp. 425,00 | Rp. 510,00 | Rp. 552,50 | Rp. &37,50 850
T
i I
1,5 | KONSTRUKSI i I | RP.1.275,00 Rp.1.530,00 | Rp.1.657,50 | Rp.1.912,50 850
i | i z i
! !
! 2,5 | KONSTRUKSI 1 1 RP.2,125,00 | Rp.2.550,00 | Rp.2.762,50 | Rp.3.187,50 850
{ i
| ! 11
| )
, 3 | KONSTRUKSI 1 RP.2.700,00 | Rp.3.240,00 | Rp.3.510,00 | Rp.4.050,00 900
| : v
— —
{ 05 @ KOWSTRUKSI | 1,2 | o RE. 510,00 | Rp. 612,00 | Rp. 663,00 | Rp. 765,00 850
i i I
|
| 1,5 | KONSTRUKSI | 12 | 1 | RP.1.530,00 Rp.1.83600 | Rp.1.989,00 Rp.2.295,00 850
i f 1 i f ? 5 !
i . : i < l |
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2,5 | KONSTRUKSI | 1,2 I | RP.2.550,00 | Rp.3.060,00 | Rp.3.315,00 | Rp.3.825,00 850
m
3 | KONSTRUKSI | 1.2 I | RP.3.240.00 | Rp.3.888,00 | Rp.4.212.00 | Rp.4.860,00 900
iv
0,5 | KONSTRUKSI | 15 m | RP. 637,50 | Rp. 765,00 | Rp. 828,75 | Rp. 956,25 8sc
T
1,5 | KONSTRUKSI | L5 Il | RP.1.912,50 | Rp.2.295,00 | Rp.2.486,25 | Rp.2.868,75 850
I
2,5 | KONSTRUKSI | 1,5 Il | RP.3.187,50 | Rp.3.825,00 | Rp.4.143,75 | Rp.4.781,25 850
m
3 | KONSTRUKSI | 1,5 I | RP.4.500,00 | Rp.5.400,00 | Rp.5.850,00 | Rp.6.750,00 1.000
v
BIAYA IMB = LUAS BANGUNAN X INDEKS KONSTRUKSI X INDEKS FUNGSI X INDEKS LOKASI X TARIP DASAR
3. Untuk Wilayah Kecamatan-kecamatan : Sukanagara, Campaka,
Takokak, Kadupandak, Pagelaran, Tanggeung, Cibinong,
Agrabinta, Sindangbarang, Cidaun dan Naringgul.
TABEL TARIP BIAYA
LEBAR JALAN TARIP
IN IN | FUNG DASAR
pEK | KONSTRUKSI | ppx | s 0-2M 2-4M 4-6M >6M
s s
INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS
1 1,2 1,3 1,5 Rp.
0.5 | KONSTRUKSI 1 I Rp. 350,00 | Rp. 420,00 | Rp. 455,00 | Rp. 525,00 700
I
1,5 | KONSTRUKSI 1 1 | RP.1.050,00 | Rp.1.260,00 | Rp.1.365,00 | Rp.1.575,00 700
i
2,5 | KORSTRUKSI 1 I | RP.1750,00 | Rp.2.100,0C | Rp.2.275,00 | Rp.2.625,00 700
TTY
3 | KONSTRUKSI i I | RP.2.250,00 | Rp.2.700,00 | Rp.2.925,00 | Rp.3.375,00 750
v
0.5 | KONSTRUKSI | 1.2 I | RP. 420,00 | Rp. 504,00 | Rp. 546,00 | Rp. 630,00 700
I
1,5 | KONSTRUKSI & 1,2 II | RP.1.260,00 | Rp.1.512,00 | Rp.1.638,00 | Rp.1.800,00 700
I
2,5 | KONSTRUKSI | 1,2 i | RP.2.100,00 | Rp.2.520,00 | Rp.2.730,00 | Rp.3.150,00 700
it
3 | KONSTRUKSI | 1,2 I | RP.2.700,00 | Rp.3.240,00 | Rp.3.510,00 | Rp.4.050,00 750
v




A & e B

O

0,5 KONS’I}‘:RUKSI 1,5 m RP. 525,00 | Rp. 630,00 | Rp. 682,50 | Rp. 787,50 700
1,5 KONSTRUKSI 1,5 jiid RP.1.575,00 | Rp.1.890,00 | Rp.2.047,50 | Rp.2.362,50 700
i
2,5 I{OHSITI?UKSI 1,5 m RP.2.625,00 | Rp.3.150,00 | Rp.3.412,50 | Rp.3.237,50 700
. 3 KOI’TS;I}'T(SI i5 11 RP.3.600,00 | Rp.4.320,00 | Rp.4.680,00 | Rp.5.400,00 300
BIAYA IMB = LUAS BANGURAN X INDEKS KORSTRUKSI X INDEKS FUNGSI X INDEKS LOKASI X TARIP DASAR

[
[

Biaya ljin Mendirikan Bangunan {(IMB} di Luar Tarip Standar
bangunan

1. Trotoar, rabat, teras, serambi, balkon dan pekerjaan vang sejenis
dan dikatagorikan dengan hal tersebut, untuk setiap M?
dikenakan biaya 50 % (lima puluh persen) dari tarip standar

ap
bangunan.

2. Untuk memasang tembok pemisah/pagar/
pekerjaan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00/M?2.

benteng dan

w

.Untuk mendirikan bangunan sementara yang merupakan
pcnunjang proscs mcendirikan bangunan (Dircksi Kect) dengan
jangka waktu lebih dam 1(satu) bulan Rp. 500,00/M2,

4. Untuk pembuatan gambar situasi skala 1 : 500 ; 1 : 1.00
sebesar Rp. 10.000,00/IMB.

o

5. Untuk pengesahan salinan/photo copy IMB yang hilang atau
rusak sebesar Rp. 15.000,00/1IMB.

6. Untuk biaya pemecahan IMB sebesar Rp. 15.000,00/IMB.

7. Untuk pengesahan salinan/photo copy gambar
biayanya sebesar Rp. 10.000,00/IMB.

IMB

&

Untuk biaya pembuatan keterangan IMB mengenai sesuatu
bangunan sebesar Rp. 25.000,00.

o]

) 1 1 4 . 1
. Saraud olall raga ierbuka yang diperkeras :

a. Lapangan Tenis, Basket dan lainnya biayvanya sebesar
Rp. 3.500,-/M°
b.

lamn  Renang  dan sebesar

Ko
Rp. 4.000,-/M?2

lainuya  biayauya

c. Lapangan ....



C. ch yangai Bui'itaﬂ gkis dan lainnya biayanya scbesar

oy
-
ort

0. Balik Nama Ijin Mendirikan Bangunan sebesar 20% {dua puluh
persen}) dari jumlah biaya retribusi ljin Mendirikan Bangunan

..... ) SO, [, P
vaug pCiaKu.

11.a. Reklame permanen biasa biayanya sebesar
Rp.30.000,-/ M2,

b. Reklame permanen Khusus Dbiayanya sebesar
Rp.35.000,-/ M2

12. a Jalan masuk ke halaman biayanya  sebesar
Rp.10.000,-/ M=
b.Jalan  masuk melalui trotoar biayanya
Rp.45.000,-f M?
13. Pembuluh-pembuluh, konstruksi jaringan yang di atasnya tidak
ada konstruksi biayanya sebesar Rp. 500,-/ M.

14.Tiang antena  pemancar/menaraftower biayanya sebesar Rp.
20.000,-/ M!

iva .

ek
Ut

. Kolam komersial biayanya sebesar Rp. 200,-/ M2,

(=1
[»))

.Untuk alih fungsi bangunan setiap M? nya dikenakan biaya
sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai retribusi IMB fungsi
bangunan vang berlaku.

17. Untuk membah tampak/muka bangunan komersial untuk sefian
M? nva djkc nakan biava sebesar 50% (lima puluh persen) dari

WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak
ketiga/diborongkan.



b
b

Pasal 13

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
vang dipersamakan.

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal i4
Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau
dokumcn lain yang dipcrsamakaii.

BRAR X1

SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunva atau

kurang membavar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan besarnya retribusi yang
terutang vang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan

menggunakan STRD.

BAR XII
TATA CARA PEMBAVARAN RETRIRUSI
Pasal 186
(1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau
tempat lain vang ditunjuk sesuai waktn vang ditentukan dengan
i & o o J () D
menggunax an SKRD atau do kumen lain yang dipersamakan.

ayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu
yarg ditentukan sehagaimana dimaksud avat (1) Pasal ini, maka

en dministrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan

L-‘
fomd
e
i}
foud o
'13

-

persen) per bu
menerbitkan STR“ .

Pasal 17

S =
e}
4]
)
-2
2
o
0
3

mbayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Kepala Dacrah atau Pcjabat yang ditunjuk dapat mcmbcerikan
ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang
terutang dalam kurun wakiu ierientu dengan alasan yang dapat
dipertanggung jawabkan.
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(3) Tata caia pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2)
Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Pasal 18
(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
(2} Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(.’3} Rentuk, isi, kwalitas, ukuran buku tanda bukti pe __1hav.f-u‘a_11 dan

buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
{2} Pasal im ditetapkan oleh Kepala Daeral

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pascal 10

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang secjcnis
sebhagai awal tindakan ne]akqanaan penagihan  Retribusi
dikeluarkan segera setelah 7 {tujuh) hari sejak saat jatuh tempo

pemb avaran
e ayaran,

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sctclah tanggal surat
teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib

Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

1)

{3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan

penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1)

ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Kepala Daerah dapat m mbcnkan pengurangan, keringanan dan

(2) Tata ....
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epala Daecralh menetapkan keputusan penghapusan piutang
retribusi  daerah yvang sudah kadaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} Pasal ini.

e
4

AB XIX

&~

4

KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah rctribusi vang terutang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (i) adalah
pelanggaran.

Painhat e

Ljarar o

Daerah diberi wewenang khusus sebagai Pcnv1d1k untuk
melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal

ini, adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan ientang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi,

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
retribusi;

d. Memeriksa .



fa—
Ut

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang

retribusi;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

<ii} Lir =3 B L L1l

f  Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan

SN ORI k. [ JRUSISURE . S PN Jen. k. [P [ W U WPy IO PR NN
t gas pc yld;kall timndaxk puaaila ail piaailg retribusi Di:lerau,;

-

g. Menyuruh  berhenti an atau melarang seseorang
a1y

meninggalkan mangan atau tempat pada saat pemeriksaan

sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen vang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf ¢;

h. Memoiret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.  Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran

penvidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3} Penvidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini,
memberitahukan  dimulainya penyidikan dan mcenyampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan
ketentuan yang diatur daiam Undang-undang Nomor 8 Tahuu
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Hal-hal vang belum cukup diatur dalam Peraturan Daecrah ini
sepanjang mengenai pelaksanaannva akan diatur lebih lanjut oleh
Bupati Kepala Daerah



Cap [ tid.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 3 Tahun 1991 tentang
ljin Mendirikan DBangunan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah

Tingkat IT Cianjur, dinvatakan tidak berlaku lagi.

- . . .
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannva dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat {I Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Mei 1999
KILAN RAKYAT DAERAII BUPATI KEPALA DAERAII TINGKAT II
AERAH TK.II CIANJUR CIANJUR,
{etua,
Cap / tid.
H.EYE SUHANDA Drs. H. HARKAT HANDIAMIHARDJA
Digsahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan :

1



”

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
11 Cianjur

Nomor 23 Tahun 1999
Tanggal 7 September 1999
Seri B

WASTOMO

Pembina ‘I'ingkat 1
NIP. 010 086 900




